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BUPATI CIANJUR.

bahwa dalam upaya menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah telah
mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Dispensasi Pencatatan Akla Catatan Sipil;

bahwa berdasarkan evaluasi dan pemantauan di lapangan, keinginan
masyarakat untuk memperoleh akta catatan sipil masih tinggi sedangkan
yang sudah memiliki akta catatan sipil baru mencapai 34,47 Yo, maka
untuk mengantisipasi keinginan dan menjaring minat masyarakat untuk
memiliki akla catatan sipil, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor 472.1 1 llll2lMD tanggal 1 1 Maret 2009, pelaksanaan
dispensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah harus berakhir
pada tahun 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b serta dalam rangka tertib administrasi, perpanjangan dispensasi
akta catatan sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
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Undang-Uiidang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentagg Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Reiublik Indonesia
Nomor 48114);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependu-
dukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan.Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4674);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang_
Undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negaia
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Neiara
Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4139):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman

l.oygfgng d* Penerapan Standar pelayanan Minimal (Lemb-aran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan iembaran Nelara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nelara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang_
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepen-dudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor g0, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabup6ten/I(ota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan' Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;

Peraturan 
_Daerah Kabupaten Cianjur Nodior lg Tahun 1999 tentang

Retribusi iPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan akti
Catatan $ipil (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor lg Seri B)
sebagainrana telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 200g Nomor 02 Seri B);
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RpJMD) Kabupatei
Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor lj Seri
D);

lemtural Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 200g tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 200g Nomor 03
Seri D);
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16. Peraturan 
. 
Daerah. Kabupaten cianjur Nomor 07 Tahun 200g tentang

organisasi.pemerintahan Daerah dan pembentukan organisasi perangkat
Daerah Kabupaten cianjur (Lembaran Daerah rahun 2d0g Nomor 07 seri
D).

17. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja 

{i_ Lingkungan Dinas Kependudukan dL iatatan iipil (Berita
Daerah Nomor l2);

Memperhatikan : surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.il/lll2adD tanggal lr Maret 2009
perihal Batas. waktu pelaksanaan program Dispensasi riiy-* r"*ututuo
Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Und-ang-undang Nornoi i: rurr*
2006.

. 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DIspENsASI PENCATATAN AKTA
CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daenh Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus 
- 

tepentirrjan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlasark*' *pi.fi
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

-perwakiian 
Rakyat Daerarr men'rut

?zes desentnlisasi.

4' Pemerintah Daerah adarah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai
badan eksekutif.

5. Urusan pemerintahan adalah fiingsi_fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatarrdan/atau .iurunu' pemerintahan ,:nt'k
mengatur i dan mengurus fungsi_fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi,-melayani, membera-ayatan, tan
menyej ahter,akan masyarakat.

6. Bupati adalah Bupati Cianjur.

7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
9. Administrasi kependudg\an adalah rangkaian kegiatan penataan dan

Oene.rtiban dalam penerbitan dokumen dan data kipendudukan melalui
pendaftar_an penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan dan pendayagunaan traslinyi rur k pelayanan publik dan. pembangunan sektor lain.

10. Penduduk_adalah warga Negara lndonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.

I 1. I*gu l:g*u Indonesia selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang
bangsa Indonesia asli dan orang-oftmg bangsa asing yang disatkan ieng;
Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.

12. Pencatatan sipil adalah p€ncatatan peristiwa oentins vanq rtiatami nleh



(1)

(2)

(3)

13. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi
kelahiran, kematian, lahir. mati, p.rlunilnarr, perceraian, p"rrgutir* *a,,
pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan peribahan status
kewarganegaraan.

BAB II
PENCATATANKELAHIRAN

Pasal 2

feti.an leJatriran anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

Pelaporan kelahiran quk y*g. melampaui batas 60 (enam puluh) hari
sampai dengan I (satu) tatrun d <enakan sanksi aami"isf,.tir u.*pu ar"J"
q$qe. banVak Rp 1.000.000,00 (satu jura rupiah)-dan-pencatatan barudilah*an setelah mendapat persetuju* fi.pau 6inu.. 

--- '

|,!l1|1f^_fl*1a1.T*.^v.*g melampaui batas wakru I (satu) tahunorKenal saru(sl administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,00
(satu juta Tpi4) d* pencatatap_baru a"p"t afi.mt'- setelah mendapat
penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur.

BAB III
DISPENSASI DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Dispensasi

Pasal 3

(l) Dengan Peraturan Bupati ini, pemerintah Daerah memberikan dispensasi
pelayanan akta kelahiran bagi penduduk wNI di daerah yang lahir ."u.tu-diberlakrkannya Undang-Undang Nomor 23 i"frri" 'ZOOO t ntug
,ta{nisfasi Kependudukan, 

-.beierta peratuan petatsanaannya seca6
keseluruhan sampai dengan ditetapkannya p"r"t*"o naerafr faUupaten
Cianjur yang mengatur tentang adminisnasi tepe"iua**.

@ PdglT dispensasi pelayanal a!! kelahiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pembuatan.akta kerahiran anak yang-melarnpaui batas waktuI (satu) tahun tidak melalui penetapan pengadilan liegeri Cianjur.

(3) pa8i omnq tua yang belum memiliki akta perkawinan atau keterangan

fdn,_- cukup mendapatkan keterangan dari pemerintahan ,.t"rn!oi
@esa/I(eluratran).

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

T"y,*"tg -p"g!"19" dispensasi pencatatan akta kelahiran sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3, adalah sebagai berikut :

a. surat keterangan lahir dari desa/kelurahan, dokter, bidan atau rumah sakit;
b. Foto copy akta perkawinan danlatau keterangan kawin dari desa&elurahan;
c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda penduduk (KTp) orang tua;
d' Persyaratan lainnya berupa formulir isian, foto copy ijazahlsurat Tanda Tamat

Belajar (STTB).
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BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pa-sal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai

teknis pelakianaannya akan ditetapkan kemudian oleh Dinas sesuai dengan

ketentuan dar/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 6

Pencatatan akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3)' hanya

berlaku untuk I (satu) tahun yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2010'

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 01 Pebruari 2010
BUPATI CIANJUR"

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

01 Pebruari 2010

DAERAH,

14 198503 1004

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJURNOMOR 06 TAHTIN 2010.

Diundangkan di Cianjur


